
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.402, 2018 KPU. Penyusunan Dapil di Dalam Negeri Dalam 

Penyelenggaraan Pemilu. Pencabutan.  

 

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 11 TAHUN 2018 

TENTANG 

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DI DALAM NEGERI DALAM 

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 huruf c, 

Pasal 13 huruf b, Pasal 202 ayat (3), Pasal 205 ayat (3), dan 

Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum tentang Penyusunan Daftar Pemilih 

di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5475); 
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2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5952); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109); 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); 

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang 

Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429); 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, 

Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 

Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 137); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG 

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DI DALAM NEGERI 

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan: 

1.   Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum. 

2.   Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah 

sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan 

Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan 

untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan 

Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu. 

4. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil 

Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat 

DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

6. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
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provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

8.   Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang 

menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi 

Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan 

fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan 

Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara 

langsung oleh rakyat. 

9.   Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat  KPU 

adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat 

nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan 

Pemilu. 

10. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya 

disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di 

provinsi. 

11. Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya 

disebut KIP Aceh adalah lembaga penyelenggara Pemilu di 

Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari KPU dan 

diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang 

Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur. 

12. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang 

selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah 

Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.  

13. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota 

selanjutnya disebut KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga 

Penyelenggara Pemilu yang merupakan bagian dari KPU 

dan diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang 

Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan 
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Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur Aceh dan pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 

14. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat 

PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP 

Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat 

kecamatan atau nama lain. 

15. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat 

PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP 

Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat 

kelurahan/desa atau sebutan lain atau nama lain. 

16. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang 

selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang 

dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan 

suara di tempat pemungutan suara. 

17. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya 

disebut Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh PPS 

untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data 

Pemilih. 

18. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut 

Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang 

mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

19. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya 

disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi 

Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi. 

20. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang 

selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah 

badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di 

wilayah kabupaten/kota. 

21. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya 

disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang 

dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk 
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